
		

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A.  Kesimpulan
Berdasarakanuraian-uraian yang telahdikemukakan, makadapatlahpenulistarikkesimpulansebagaiberikut :
0. [bookmark: _Hlk131087053]Pengaturanhukumpenangkapanikanmenggunakanjaringtrawl di wilayahperairanteritorial Indonesia diaturdalamUndang-UndangNomor 31 Tahun 2004 joUndang-UndangNomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanandansecarakhususdiaturdalamKeppres No.39 Tahun 1980 tentangPenghapusanAlatTangkap Trawl di SeluruhPerairan Indonesia, PeraturanMenteriKelautan Dan PerikananRepublik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha PerikananTangkapsertaPeraturanMenteriKelautan Dan PerikananRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 TentangPenempatanAlatPenangkapanIkan Dan Alat Bantu PenangkapanIkan Di Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia Dan LautLepas Serta PenataanAndonPenangkapanIkan
0. Pertanggungjawabanpelakupenangkapanikandenganmenggunakanjaringtrawltanpaizin di wilayahperairanteritorial Indonesia dalamputusanNomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdnadalahsemuaunsurdaripasal yang didakwakanyaituPasal 92 joPasal 26 ayat (1) SektorKelautandanPerikananUndang-UndangNomor 6 Tahun 2023 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentangCiptaKerjatelahterpenuhi, makaTerdakwaharuslahdinyatakantelahterbuktisecarasahdanmeyakinkanmelakukantindakpidanausahaperikanantidakmemilikiperizinanberusahasehinggaterdakwadipidanapenjaraselama 3 (tiga) tahundanpidanadendasejumlahRp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) denganketentuanapabilapidanadendatersebuttidakdibayardigantidenganpidanakurunganselama 6 (enam) bulan.
0. [bookmark: _Hlk131087078]Pertimbangan hukum hakim dalam putusan PengadilanNegeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2024/PN Mdnadalah terdakwatelahterbuktimelakukanperbuatanmenangkapikan yang merupakanbagiandarikegiatanusahaperikanantangkaptanpadilengkapidengandokumenperizinanberusahadaripemerintah Indonesia.  Hukumanpidanapenjaradanpidanadenda yang dijatuhkanterhadapTerdakwadimaksudkanuntukdapatmenimbulkanefekjerabagiterdakwa, parapelakuusahaperikanansepertipengusaha, pemilikmaupunNakhodadan orang lain agar tidakmelakukanperbuatanillegal fishing di Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia.Majelis Hakim dalampersidangantidakmenemukanhal-hal yang dapatmenghapuspertanggungjawabanpidana, baikalasanpembenarataualasanpemaaf.

B.  Saran
Saran-saran yang penulisdapatajukandarikesimpulan di atassebagaiberikut: 
0. Sebaiknyabentuk-bentuktindakpidanapenggunaanjaringtrawldiuraikandidalampenjelasanPasal 9 danPasal 85 Undang-UndangtentangPerikanan, sehinggaketikaterdapatsetiap orang, perusahaan yang menggunakanpukatharimau (trawl) yang dilarangsebagaimanakategori yang dilarangolehPeraturanMenteri, makapelanggartersebutdapatdikenakansanksipidanasesuaidenganpelanggaranpenggunaanjenisjaringtrawl yang dipergunakannya. 
0. Agar pemerintahseringmelakukansosialisaidanpenyuluhankepadamasyarakattentangpentingnyapemeliharaansumberdayaalam Indonesia danjugapeningkatan armada kepolisianuntukberpatrolidanmenjagapintu-pintumasuk Negara Indonesia gunamencegahnelayandariluarnegara Indonesia masukdanmencuriikan di laut Indonesia dangunamenjaga area laut Indonesia agar nelayan-nelayan Indonesia tidakmelakukantindakpidanapenangkapanikandenganmenggunakanjaringtrawl. 
0. Agar majelis hakim dapatlebihtegasmenghukumpelakupenangkapanikandenganmenggunakanjaringtrawlsehinggadapatmemberiefekjeraterhadappelakutindakpidanapenangkapanikandenganmenggunakanpukatharimau.
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